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BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 239 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG /JASA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Persturan Bupati
tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa Badan
Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin,

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat |l dan hotapraja i
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun [959 Nomor Y3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Permmerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipia Kerja

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran WNegara Republik [ndonesia
Nomor 6373);

4, Undang-Undang Pemenntah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daecrah (Lembaran Negara
Eepubhk Indonesia Nomor 6173};



Menetapkan

5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemermntah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 ‘Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 tahun ZU1l8 tentang FHengadaan Harang/.Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor bd);

6. Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor 118 Tahun 2018
tentang kKencana Hisms, Eencana Kerjd dan Angearan,
Kerjasama, Pelaporan dan Ewvaluasi Badan Usaha Milik
lyaerah |[Berita Negara HKepubhk Indonesia Tahun 2018
Nomor 133);

7. Peraturan Mentern Hadan Usaha Milik Megara Nomor FREE-
08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang l)an .Jasa Badan Usaha Mihk Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tabtun 2019 Nomor
16130

B. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Susunan
Urganisas), Uraian Tugas dan Fungsi sSckretanat Dacrah
Kabupaten Musi Banvuasin (Berita Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 8a).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG  PEDOMAN  UMUM
PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI LINGRUNGAN PEMERINTAH 2 EKABUPATEN  MUSI
BANYUASIN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ualam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Barvuasin,
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemernntah Kabupaten
Musi Banvuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi1 Banyuasin.
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14,

L5,

| B

19,

20,

21

Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, vang
ditctapkan dengan keputusan Direktur dangatauo
Direktur Utama.

Pamtia Pengadaan adalah pamba vang dibentuk dengan
Keputusan Direktur dan/atau Direktur Utama untuk
melaksanakan pemiiihan penyedia barang/jasa vang
berjumlah pasal dan beranggotakan sekuranghkurangnva
J [hga) orang dan dapat ditambah sesudal dengan
kompleksitas pekerlaan vang  ditetapkan  dengan

keputusan Dhrekiur danalau Direkiur Jlama.

. Penyelenggara Swakelola adalah tim yeng yang dibentuk

dengan Keputusan Keputusan Divektur danjatau
Direktur Utama umtuk menyvelenggarakan kegialan
secara swakelola dengan beranggotaken tenaga sendin
dan/atau tenapga dari luar baik tenaga ahli maupun
tenaga upah borongan. lTenaga ahh dam luar bdak boleh
melebiht 50% [hma puluh persen) dan tenaga sendin.
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang
perscorangan yvang menvediakan barang/jasa konstruksi
dan jasa Konsultans) dan jasa lamnya.

Pemilihan Penvedia Barang/ lasa adalah kegiatan untuk
menetapkan penyedia barang/jasa vang akan ditunuk

untuk melaksanakan pekerjaan;

. Harang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, vang dapat
diperdagangkan, dipakal, dipergunakan, alall
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang vang spesifikasinya
ditetapkan oleh permihk pekerjaan.

Jasa Konstrukst adalah  seliruh pekerjaan vang
berhubungan dengan pelaksanaan Konstrulks: bangunan
atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Jasa honsultans) adalah jasa layanan projessional yang
membutuhkan  keahlian tertentu di berbagai  bidang
kelmuan  yvang mengulamakan adanya olah pker
{hrainware].

Jasa Lamnnya adalah  jasa  yang membutuhkan
kemampuan tertentu vang mengutamakan keterampilan
iskillware| dalam suam sistem tata keiola vang tetah

dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu



pekerjaan atan segala pekerjaan dan/atau penyediaan
jasa selamn jasa konsultans), pelaksanaan  pekerjaan
konstruksi dan pengadaan barang.

22, Swakelola adalah Pengadaan  Barang/Jasa  yang
pekerjaannyva  direncanakan, dilaksanakan dan/atau
diawas sendin oleh BUMAO.

23. 8eleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penvedia Jasa Konsultans:,

24, Dokumen Pengadaan adalah dokumen vang ditetapkan
oleh Pejabat Pengadaan pamba Pengadaan vang mermat
informasi dan ketentuan yang harus ditaati cleh para
pithak dalam pemibhan Penvedia. Kontrak Pengadaan
Barang/.Jasa yang sclanjutnya discbut Kontrak adalah
peranjian  tertulis antara  PPK dengan  Penvedia
Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.

20, Harga Perkiraan Sendin yang selanjutnya dismghkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa vang dikalkulasikan
secara keahlian dan disusun oleh Hanitia Pengadaan,
diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta
ditetapkan oleh MPengguna Barang/.Jasa.

26. Direkst adalah Direksi BUMD.

27, hrekur danfatau  Direkiur  Utama HSUMD  adalah

Pengrguna Anggaran dan pengguna barsng/ jasa.

Pasal 2
Peraturan HBupath m dimaksudkan  sebagal  pedoman
pengadaan  Barang/Jasa pada BUMD di  lingkungan

Pemerintah Kabupaten,

Pasal 3

HPengadaan Barang).Jasa bertujuan untuik -

a. menghasilkan barang/jasa vang tepat dan sehiap uang
yang dibelamakan, diukur dan aspek kuahtas, jumlah
waktu, biava, lokasi, dan penvedia;

b, menmngkatkan penggunaan produk dalam negern,

¢, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan
barang/jasa hasi penehbian;meningkatkan keikutsertaan
industri kreatif;

. mn;‘:ndnmng, pemeratasn eKonoini; dan



mendorong pengadaan berkelanjutan,

BAB II

RUANG LINGKUFP

Pasal 4

Kuang lingkup Peraturan Bupati ing, terdir atas

A.
b.
C,

.

prinsip, etika, dan kebijjakan Pengadaan Barang/Jasa;
sumber Dana:

pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa ;

pelaksana dalam Pengadaan Harang/.Jasa

rencana Pengadaan Barang/Jasa

organisasi Fengadaan Barang; Jasa; dan

pengadaan bersama,

Pasal 5

Prinsip-pririsip Pengadaan Harang/Jasa pada BUMD sebagan
berikut:

.

b,

cllsLer, berart Penpadaan Harang,/.Jasa harus
memperhatikan fungsi, manfaat dan kepunaan vang
setara atau lebih baik dibandmgkan dengan anggEaran
vang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;

elektl, berart Penpadaan Harang/Jasa harus sesual
dengan kebutuhan dan  tujuan  pengadaan  yang
ditetapkan dengan cara scbailk-baiknve;

transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat
dan Kkriteria Hengadaan Barang/./asa vang ditetapkan
bersifat terbuka dari tdak ada vang ditutupi atau
disembunylkan;

terbuka, berarti  proses pengadaan  Barang/.lasa
manapun  tanpa pembatasan yang menyebablkan
hilangnyva kesempatan untuk berpartisipasi;

bersaing, berarti  Pengadaan  BHarang/Jasa  harus
dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan
sehat dan menghindar persekongkolan,

adil/tidak diskriminatif, berarti Pengadaan Barang/Jasa
dilakukan dengan cara yvang adil dengan memperlakukan
semua penyedia barang/ jasa dengan casa yang sama dan

setaradan



akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus
mencapal target dan sasaran vang telah ditctapkan dan
dapat dipertanggungjawabkan schingga dapat
menghindari potenst penvalangunaan dan

ponVimpangan.

Pasal &

Semua nihak wang terlibat dalam Pengacdaan Rarang/ lasa

berkewajiban mematuhi etika sebaga benkut :

e

2

melaksanakain tiigas sccara tertib, discrial rass Langgung
jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan
ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa:

bekerja  secara  profesional, mandiri dan menjaga
kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan
Barang/Jasa;

tidak saling mempengarithi batk langsung maupun tidak
Bngsung yang berakibat persaingan ussha tdak senat,
menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan
vang difetapkan sesual dengan kesepakatan tertulis
pihak vang terkait;

menghindan dan  mencegah  terjadinya  pertentangan
kepentingan pihak yang terkait. baik secara langsung
maupun tidak langsung, vang berskibal persangan
usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
menghindart  dan mencegah pemborosan dan
kebocoran keuangan BUMID:

menghindarlt  penvalahgunaan wewenang dan/atau
leohasi;

tidakk menerima tdak menawarkan o oatau dak
menjanjikan untuk member atau menerima sesuatu

dalam pengadaan Barang/.Jasa;

Pasal 7

kebllakan Pengadaan Barang/Jasa meliputt @

a,

b

memberikan pemenuhan nilai manfaat vang scbesar-
besarnya (Value for Money),
memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah,

ketepatan mutu darn kewajaran harga;



c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha
kectl, dan Usaha Menengah;

d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan
standar Nasional Indonesi;

e. mendorong pengembangan pengadaan sCCara
elelcrronikdan

f. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses
HUMD dengan mengacu pada best practice pengadaan

vang berlakuy;

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 8

{1} Sumber Dana Mengadaan DBarang/Jasa di Liigsdiigail
BUMD meliputi :

a. pengadaan Harang/Jasa  vang  menggunakan
anggaran dari BUMD,

b. pengadasn  Barang/Jasa  yang  pembiayaannva
schagian atau scluruh  dananva bersumber  dari
penyvertaan modal daerah, pinjaman atau mbah yvang
diterima oleh BUMD; atau

¢, dana BUMLD untuk pelaksanaan subsud:) kewapban
pelavanan 1L (pra lic: service
obligation); peniugasan pemerintah vang digantt dar
anggaran APBN atau APTD;

i) irkecualikan  dari ruang  Ingkup  dalam ayat (1}
Pengacdaan Barang/.lasa vang bersumbear dari kerjasama
prhaks ketiga.

BAB IV
Bagan Kesatu

Pelaksanaan Pengadaan Barang ! Jasa

Pasal 9
(1) Pelaksanaan Pengadaan MHarang/Jasa pada BUMD
dilakukan melahii :
a, penyedia barang/ jasa; dan

b. swalkelola



{2) Pengadaan Barang/Jasa melalun metode pemibhan
penyvedia vang terdirn atas ;
a. pembelian langsung;
b. pengadaan langsung;
o, penmunjukan langsung
o1, Lercler;
o. seleksidan
t. e-purchasing.
(3) Pengadaan Barang/.Jasa pada BUMD mebputs :
a. barang;
k. pekerjaan konstruksi;
¢, jasa konsultans; dan
d. jasa lainnva.

(4} ketentuan leb langut mengenal pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), avat
) dan ayat |3) mengacu pada pelunjuk tekms atau
Standar Operasional Prosedur (S0P} vang ditetapkan
dengan kKeputusan weksi, disetupn oleh  Dewan
Pengawas atau Komisaris dan disampatkan kepada
mekretaris Lasran;

(5} Dalam  menvusun  peraturan  direksi  sebagaimana
dimaksud pada ayal (4] dapal ddamping oleh konsultan
ahli pengadaan;

(&) keputusan Lhireks) mengenal pelunjuk tekms pelakKsanaan
pengadaan barang/jasa scbhagaimana dimaksud pada ayvat
(4] ditetapkan pahng Embat © (enam) bulan sejak
Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan selanjutnya

dilaporkan kepada Bupal,

Bagian Kedua

tengadaan Barang dan .Jasa Jangka fanjang

Pasal 10
(1] Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang dapat
dilakukan antara lamn untuk:

a. pekeraan yang penvelessiannyva lebih dar 12 (dua
belas) bulan atau lebih dari 1 (sata] Tahun
Anggaran;

b. pekerjaan yvang memberikan manfaat tebih apabila



ol

dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 [satu)
tahun Anggaran dan paling lama 3 (tga| Tahun
Anggaran;

pekerjaan  vang memeriukan nvestast  jangka
panjang; arau

pekerjaan rutin vang hars tersedia di awal tahun.

(2] Untuk pengadasan sebagaimana dimaksud pada avat

(1)

apabila diperiukan Lhreks: dapat membuat formula

penvesuatan harga tertentu  {price  adjustment) baik

unfuk kKenailkan maupun penurunan yang disesusikan

dengan kondisi pasar dan best practices vang berlaku.

Bagian Ketiga
Penunjukan Langsung

Pasal 11

{1) Pengadaan Barang dan .Jasa melalul penunjukan

langsung dilakukan dengan menunjuk langsung 1

(satu] Fenyedia Barang dan Jasa atau penunjukan

melalui beouty contest,

{2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} dapat dilakukan apabila memenuhi minimal

salah satu dari persyaratan sebagal berikut:

a.

by,

barang dan Jasa yang dibutubkan bagi kinerja
utama perusahaan dan tdak dapat ditunda
keberadaannya (business critical asset);

hanva terdapat satu Penyvedia HBarang dan Jasd
vang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai
kebutuhan penggund [user reguirernern) alall sesual
dengan ketentuan peraturan perundangan yang
Brerlakil;

barang dan Jasa yvang bersifat knowledge intensive
dimana untuk menggunakan dan memelihara
produk  tersebut  membutuhkan  kelangsungan
pengetahuan dar Penyedia Barang dan Jasa;

bila pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
dengan menggunakan cara tender/scleks: umum
atau tender terbatas/selekst terbatas telah 2 (dua)

kal dilakukan dan tdak mendapatkan Penyedia

1a



Barang dan Jasa vang dibutuhksn atau tidak ada
pihok vang memenc knterna atau dak ada phak
vang mengikuti tender /seleksi;

¢. barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang hak
atas kekayaan intelektual atau vang memiliki
jaminan {rarrantiy dari U-”‘i!:giif[Ftlll' Fquiprmerit
Monufacture;

. penanganan darurat LUtk kramanan,
keselamatan  masyarakat, dan  aset  strategis
perusanaan;

g. barang dan jasa wvang merupakan pembelian
berulang [repeat order/ sepanjang harga vang
ditawarkan menguntungkan dengan ridak
mengorbankan kualitas barang dan jasa;

h. penanganan darurat akibat bencana alam, baik
yvang bersitat  lokal maupun  nasional | (force
majeurel;

l.. barang dan .asa [anjutan yang secara telkms
merupakan satu kesatuan vyang sifatnva tidak
dapat dipecah-pecah dar pekerjaan yang sudah
dilaksanakan sehelumnva;

1. penyedia Harang dan Jasa adalah BUMUD, Anak
Perusahaan atau Perusahaan Terafiliasi BUMD
scpanjang kualtas, harga, dan tyuannyd dapal
dipertanggungiawabkan dan Barang dan Jasa yang
dibutuhkan merupakan produk atad layanan
sesual dengan bidang usaha dar Penyedia Barang
dan Jasa bersanghutan;

k. pengadaan Barang dan Jasa delam jumlah dan
nilal  tertentu  yang ditetapkan Lhreksi dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan
komisans/ Dewan Pengawas; dan/atau

l. konsultan yang tidak direncanzkan scbhelumnya
untuk menghadap permasalahen tertentu yvang
sifat pelaksanaan pekeraannya harus sepera dan
tidak dapat ditunda.

{3) Persvaratan scbagaimana dimakswd pada avat (2}
dituangkan  dalam  Ketentuan nternal dengan

memperhatikan tujuan dan prinsip Pengadaan Barang

11



dan Jasa.

4l Penunjukan  langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dilakukan dengan ketentuan Barang dan Jasa
vang dibutuhkan merupakan produk atau layanan
sesuai dengan bidang usaha dari penyvedia barang dan
Jasa  bersangsutan  dan  dimungkinkan  dalam

peraturan sektoral,

Bagian Keempal
Sanggahan

Pasal 12
{1) Untuk menjamin adanya transpararsi dan perlakuan
vang sama fequal treatment} dalam Pengadaan Barang
dan .Jasa, maka t(hreksi mengatur sanggahan terkait
dengan kesesuaian tata cara dan prosedur dalam
ketentuan internail.
[2) Sanggahan dapat dilakukan dalam proses tender/
geleks umum atan ender erbatas) sslekst erbatas,
(3) Sangeahan dilakukan oleh Penvedia Barang dan Jasa
maksimal dalam jangksa wakiu £ |[dua) ham kKalender
setelah pengumuman pemenang atau sebelum kontrak
ditandatangant, mana yvang letih dabula.

(4] BUMD menvampaikan keputusan atas sanggahan
tersebut maksimal ¥ (tuuh) han Kalender dan tanggal

diterimanya pengajuan sanggahan.

Bagian Kelima

Konlrak

Pasal 13

(1] Helaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dituangkan
dalam kontrak/perjanjian antara Pengguna Barang
dan .asa dan Penyedia Barang dan Jasa vang
mengatur secara jelas mengenat hak dan kewanban
para pihalk.

{2) Kontrak atau perjanjian scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus scsual dengan Ketentuan peraluran

perundang-undangan dan  tata kelola perusahaan

12



vangbaik fgood corporate governance] serla prinsip
kchati-hatian dalam pengambilan keputusan  sns

fbusiness udgment rule).

BABV

FrLARSANA PENGADAAN BARANG Y JARA

Pasal 14

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa terdin atas :

-1

b.

(N

L.

{1

(2]

Direlktur dan /atau Direktur Utama;

PPK:

pojabat Pengadaan ataw Panitia Pengadaan Barang/Jasa
atau Agen Pengadaan;

penvelenggara swakejola; dan/atau

penyedia,

Pa=al 15

Direktur dan/atau Direktur Utama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huenf a memmiinvai tagas dan
kewenangan schagal benkut :

a.imembuat dan  menctapkan Reuacana  Poagadaai
Barang/.Jasa;

b, mengumumkan  secara  luas  RHencana  Pengadaan
Barang/Jasa melalui website BUMD media cetak atau
papan pengumuman resmi untuk mesyarakal;

c. menetapkan PPK.

d.menetapkan  Pgabal  Pengadaan  atau  MPanitia
Pengadaan Barang/ Jasa;

¢, menetapkan um penvelenggara swakelolajdan

f. menetapkan pemenang pemilihan untuk metode
pemilihan

Direktur dan/atau Direktur tama dalam membuat

FKencana Hengadaan arang, Jdasao sebagamana

dimaksud pada avat {1) huraf a berdasarkan atas usulan

kebutuhan dar baglan atau Umit RKena BUMLD dan

disesuatkan dengan anggaran vang lersedia,
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(2}

Pasal 16

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b

memnnval 1A Aan T-rrwnnnngm'l erhiieni herloar

a. membuat rencana pelaksanaan Pengadaan

Jarang/Jasa yang mclipub ;

1. spesifikasi teknis barang/jasa;

2. harga Perkiraan Sendiri [HPS): dan
3. rancangan kontrak

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penvedia Barang/.Jasa;

c. menandatangani kontrak:

d. melaksanakan kontrak dengan penyvedia barang/ jasa;

e, mengendalikan pelaksanaan kontrak;

f. melaporkan  pelaksanaan/penyelesaan Pengadaan
Barang/Jasa kepada Direktur dan/atau Direktur
Utama;

g. menyerahkan hasil pekenasn Penpadaan Barang/ Jasa
kepada Uirektur danjatau Direktur Utama dengan
Berita Acara Penyerahan Hasil Pekenjaan;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksenaan  pekernaan
kepada Uirektuar dan/atau Direktur Utama; dan

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain fugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1|, dalam keadaan tertentu PPK dapat :

a. mengusulkan kepada Direktur dan/atau Direktur

Utama !
1. perubahan paket pekenaan,; dan/atan
2. perubahan jadwal kegiatan pengadaar,

b. menetapkan tenaga ahli untuk -2enjelasan teknis

faanumzer] pelaksanaan migas PﬁﬂiT.JEI,' da n;atau

c. menetapkan besaran uang muka vang dibayarkan

sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Untuk dapat ditetapkan sebagal PPK  narus memenu

persyaratan sebagal berikut :

a.

memenuhl infegritas;
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b, memiliki disiplin tinggi;

Cc. memihika  tanggungiawab dan  kuabfikas: teknis  serta
manajerial untuk melaksanakan tugas;

d. mampu mengambl keputusan, berundak tegas dan
memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak
pernah Karups), kolust, dan Nepotisme (BN];

e. menandatangani pakta integritas;

. memlikn kuaibifikas) dan keahlian dibidang pengadaan
barang/jasa yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian
pengadasn atau telah mengikut pelatthan pengadaan
barang/jasa yang  dibuktikan dengan  sertifikat
keikcutsertaan;

g. tidak menjabat sebagai bendahara ataun pengelola
Keuangan, dan

h. pegawai pada BUMD bersanglkutan.

Pasal 18
PP dilarang mengadakan  ikatan — perjanan atau
menandatangani kontrak dengan penvedia  barang/jasa
apamla belum rersedia anggaran atau tidak cukup tersedia
anggaran vang dapat mengakibatkan dilampauinya batas
anggaran vang lersedia dalam Kencana Anggaran ‘lahunan
BUMD.,

Pasal 19

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa dilaksanakan oleh
Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan.

() Drektur/Direktur Utama menunjuk Pojabat HPengadaan
atau Panitia Pengadaan yang mempunyai  tugas
melaksandkan - persiapan dan | pelaksanaan serta
memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan
Harang/Jasa,

{3) Panitia Pengadaan dapat dibantu oleh tenaga ahli pemberi
penjeiasan teknis (aanuijEer).

(4) Penunjukan langsung dilaksanakar oleh  Pejabat

Pengadaan atau Pamina Mengadaan.
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Pasal 20

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagal Pejabal Pengadaan atau

Pa

ritirs Penmadaass karise T_tf‘l‘l.l"iﬁ:l.l'l1 et ratarn cebis
Lo Jllgadioaall Llal o L LLlLlialil prulojadaunll ovilsaoas

benkut

el.

i,

menikl inegritas, disipiil, dan @Enggungawdo dalam
melaksanakan tugas;

memahami pekerjaan yang akan diadakan;

memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi
fugas FPejahat Pengadaan/Panitia Pengadaan yang
bersanglutan;

memliiki kualifikasi dan keahlian dibidang pengadaan
harang/jasa vang dibuktikan dengan sertifikat
Kedanhan pengadaan atall telah mengikun pelatihan
pengadaan  barang/jasa  yang dibuktikan dengan
sertikat keikulsertaan;

memahami  ist  dokumen, metode dan  prosedur
pengadaan;dan

menandatangani pakta integritas,

|2) Pejabat Pengadaan atau Panita Pengadaan mempunyail

tugas dan kewenangan scbagar bernkut ¢

a.
b.

.

E.

menyusun rencana pemiithan penyedia barang/ jasa;
menetapkan dokumen pengadaan;

mengumumkan pelaksanaan Pengacaan Barang/Jasa
di website BUMD, media cetak atau papan

pERgUIMUMAan resmi untuk masyarakst;

. menilai  kualifikasi penyedia barang/jasa melalu

prakualinkasi atau pascakualhhkasi;

. melakukan evaluasi administrasi, t=knis dan harga

terhadap penawaran Vang masuk;

khusus untuk Pejabat Pengadaan @

|. menetapkan penyedia barang/jasa

2. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa kepada FFR; dan

3. menyimpan dokumen asli permlihan penyedia
barang/jasa.

khusus untuk Panitia Pengadaan -

i. menjawab sanggahan;

2. menetapkan penyedia barang/jasa
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3. menverahkan Salinan dokumen pemilihan penvedia
barang/|asa kKepada PFR; dan
4. menyimpan dokumen asli pemilihan penvedia
barang/|jasa.

h. membuat laporan mengenai proses dan  hasil
peEngadaan Kepada Lhre D oan falau CDhregluar Utama;

1. Memberikan pertangpungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kKepada LUirektur
dan/atau Direktur Utama; dan

1. selain gas dan Kewenangan Hejaba | Pengadaan atau
Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
{£), dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan atau
Panitia Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK
I. perubahan Harga Pertaraan Sendirt (HE5S); danfatau
2. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

[3) Anggota Hejabat Pengadaan atau Panita Pengadaan
berasal dari pegawai BUMBD atau instansi lainnya.
(<] Anggota  Hejabat Hengadaan atau  Haniia Hengadaan

dilarang merangkap sebagai :

i, PPK;

b. Bendahara atau pengelola keuangan; dan

¢, Saluan Pengawas internal (5H1) pada SUML.

Pasal 21

(1) Direktur  dan/atau Direkitur Ultama  menetapkan
Penyelenggara Swakelola.

(2] tenyelenggara Swakelola dapatl menggunakan  lenaga
sendini dan/fatau tenaga dari luar baik tenaga ahli
mAUpUn lenaga upah borongan.

(3) Tenaga ahli dari luar sehagaimana dimaksud pada avat
(4] tidak boleh meletihr SU% (ma puluh persen) dan
tenaga sendin berasal dan pegawal BUMD,

[4) Fenyelenggara Swakelola harus memeniuln persvaralan
schagar benkut

a. memilikn inteprnitas, disipiin dan (anggung awab
dalam melaksanakan tugas;

b, memabam 151 Konlrak,;

o, miliki  kualifikasi  teknis  bag  penvelenggara

swhkelola dar (uar BUney
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d. menandatangani Pakta Integritas; dan
e, Ldak menjdabal sebagal bendahara atau pengelola

keuangan.

Pasal 22
| 1] Penyedia BSarang/Jdasa dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan schagai

bernkut ;

a. memenuhi  ketentuan — peraturan  perundang
undangan untuk menalankan kegatan /usaha;

b. memiliki kehalian, pengalaman, kemampuan teknis
dan manajerial untuk menvediakan barang/jasq;

. memiliki sumber dava manusia, modal, peralatan
dan tasiitas un yang diperiukan dalam Pengadaan
Barang/.Jasa;

d. dalam hal penvedia barang/jasa akan melakukan
kemitraan, penyvedia barang/jasa harus mempunyai
perjanan  kerja  sama  operasif kemitrasn  vang
memuatl persentase kemitraan dan perusahaan yang
mewakall Kemilraan lersenut;

e. memiliki kemampuan pada bidanz pekerjaan vang
sesual untul usaha mikro, usaha iceci dan koperas
keril serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan
VAanNg ses1al untuk usaha non-kKeci;

f. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
kegialan  usahnya tdak  sedang dibhentikan
dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas
nama perusahnaan tndak sedang dalam menjalani
sanksi pidana wvang dibukttkan dengan  surat
pernyataan yang ditandatargant penyedia
barang/jasa;

g. scbagal wanb pajak sudah memilikl Nomor Pokok
Wajib Pajak dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan ahun lerakhir atau memilign aporan
bulanan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan
MNilaa paling kurang 3 [bga) bulan terakhir dalam

tahun herjalan;
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h. secara  hulum mempunvar  kapasitas untuk
mengikatkan dirl pada Kontrak;

i. tidak masuk dalam daftar hitam;

. memiliki alamat tetap dan jelas serta  dapat
dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
K, menanddalangan pakia ntegritas.

(2] Aparatur Sipil Negara /Dircksi/pegawai BUMD secara
orang perseorangan  didarang  menjadi | penvedia
barang/jasa.

(3] Penyvedia barang, jasa VAang KeLutsertaannya
menimbulkan  pertentangan  kepentingan dilarang

menjadi penvedia barang/ jasa.

BAB VI
RENCANA PENGADAAN BARANG /JASA
Pasal 23

Rencana Pengadaan Barang/.Jasa harus mendasarkan pada

Kencana Anggaran lahunan BUMU.

Pasal 24
| 1] Kencana Pengadaan Barang/.Jasa mehput kegiatan
sehagai berikut :
d. mengdentiiikas Kenurihan barang/jasa VHang
diperlukan BUMD;
b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran
untuk Pengadaan Barang/Jasa; dan
c.menetapkan kebyakan umum tentang :
1. pemaketan pekerjzan,
2. vara Pengadaan Harang/Jasa;
3. pengorganisasian Pengadaan Berang/Jasa;dan
4. IMMEnYUsun Kerangka Acuan kecja (Ko,
{2) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf {c) paling
sedikil memuart :

a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;

1. wakil pelaksanaan vang diperiukan,
c. spesifikasi teknis barang/jasa yvang akan diadakan; dan

d. besarnya perkiraan biayva pekerjaan.
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Pasal 25
BUMD menyediakan baya untuk pelaksanaan pemibhan
penyedia barang/jasa yang dimuat dalam Rencana Anggaran
lahunan BUML, vairu mehpun :
a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa
Lermasii um tekms/ tenaga ahl;
b. biayva pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk
IAYH PETIELTTLUITIATL
c. biayva Pengadaan Barang/Jasa; dan
d. biaya unnya yang diperiukan  unuk  mendukang

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 26

(1) Lrekiur danj/atau  Uirektur Utama capat melakukan
pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Pengadaan
Barang/.Jasa berdasarkan Hencana kerja dan Anggaran
BUMD.

(2] Ualam melakukan pemaketan barang/iasa,  Oirekodr
dan/atau Dircktur Utama dilarang menentukan kriteria,
persyaratan atau prosedur pengadasan yang diskriminatil

dan fatau dengan pertimbangan vang tidak obveletif,

BAB VII

ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 27

{1} Pembentukan organsasi pengadaan barang, jasa
ditetapkan berdasarkan karakteristik dan  kebutuhan
BN,

(2) Pelaksana pengadaan barang/jasa dijabat oleh personal
yang membki kuahilikas: dan Keahhan dibidang pengadaan
harang/jasa vang dibuktikan dengan sertifikat keahlian
pengadaan  atau telabh mengikun  pelatthan pengadaan
barang/jasa  yang  dibuktikan dengan sertifikat

KelKuisertaan;
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(3} BUMD dapat menggunakan Agen Pengadasn dalam hal
belum memibkn Pelaksana Hengadaan yang —memika

kemampuan dan kompetens: untuk mengelola pengadaan

barang/jasa.
BAR VIN
PENGADAAN BERSAMA
Pasal 28
BUME dapat meonggunakan pengadaan Dersama dengan

sistem e-purchasing yang dibangun oleh Pemerintah Daerah

atall Pemerintan Pusart.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
Terhadap keputusan [dreksi mengenal pelaksanaan
Pengadaan Barang/.Jasa vang telah ditetapkan sebelum
Feraturan Bupat ini beriaku, dengan ka3tentuan scbagai
berikut :
a. tetap berlaku scpanjang udak bertentangan dengan
Peraturan Bupat ini; dan
n. Standar Operasional Prosedur (SUF| vang teiah ada
harus menyesuaikan dengan Peraturar Bupati ini paling

lambat 6 f{enam) bulan sejak Perauran Bupat im

ditctapkan.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Bupat mi  muba  berlaku  pada  tanggal
diundangkan.
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Agar sefiap orang mengetahuinya, memernntahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan

Kabupaten Musi Banvuasin.

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 November 2027

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 29 November 2021

Plr. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

thd

BENI HERNEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 2359

Salinan sesuail dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

L

ROMASART PURBA, 5H., M.51
NIP 19800715 199903 2 003
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